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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG  

CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman 

Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya 

yang Dilestarikan; 

 

Mengingat :  1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5168);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 40); 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 473); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA 

YANG DILESTARIKAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan 

yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar 

budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan 

kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang 

perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai 

penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 

2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda 

buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, 

berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, 

atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan 

kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.  

3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang 

terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau 

tidak berdinding, dan beratap. 

4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang 

terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan 

yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana 

untuk menampung kebutuhan manusia.  

5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat 

dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, 

Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar 

Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti 

kejadian pada masa lalu.  

6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis 

yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang 

letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata 

ruang yang khas.  
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7. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya 

terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan 

ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar 

Budaya.  

8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 

sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di 

dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian 

atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan 

usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan 

khusus. 

9. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya 

disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah 

ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang Cagar Budaya. 

10. Bangunan Gedung Fungsi Khusus adalah Bangunan 

Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat 

kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan 

nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat 

membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau 

mempunyai risiko bahaya tinggi. 

11. Pelestarian BGCB adalah kegiatan pelindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan BGCB dengan 

mempertahankan keberadaan dan nilai pentingnya serta 

menjaga keandalan Bangunan Gedung. 

12. BGCB Yang Dilestarikan adalah BGCB yang melalui 

upaya dinamis dipertahankan keberadaan dan nilainya 

dengan cara melindungi, mengembangkan, dan 

memanfaatkannya.  

13. Penyelenggaraan BGCB Yang Dilestarikan adalah 

kegiatan persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan, 

serta pemanfaatan.  

14. Pelindungan BGCB adalah upaya mencegah dan 

menanggulangi BGCB dari kerusakan, kehancuran, atau 

kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, 

pemeliharaan dan pemugaran. 
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15. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan 

Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya 

agar selalu laik fungsi. 

16. Pemeliharaan Rutin BGCB adalah kegiatan pembersihan 

dan perbaikan ringan BGCB beserta prasarana dan 

sarananya. 

17. Perawatan BGCB adalah kegiatan pembersihan dan/atau 

perbaikan bagian bangunan, komponen, bahan 

bangunan, dan/atau prasarana dan sarana BGCB guna 

mencegah dan menanggulangi kerusakan dan agar BGCB 

tetap laik fungsi.  

18. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan 

keandalan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, 

bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya 

dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan 

kelaikan fungsi Bangunan Gedung.   

19. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik 

Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan 

Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan 

keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik 

pengerjaan untuk memperpanjang usianya. 

20. Rekonstruksi adalah upaya Pemugaran untuk 

membangun kembali keseluruhan atau sebagian BGCB 

yang hilang dengan menggunakan konstruksi baru agar 

menjadi seperti wujud sebelumnya pada suatu periode 

tertentu.  

21. Konsolidasi adalah upaya Pemugaran dengan penguatan 

bagian BGCB yang rusak tanpa membongkar seluruh 

bangunan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.  

22. Rehabilitasi adalah upaya Pemugaran dengan pemulihan 

kondisi suatu BGCB agar dapat dimanfaatkan secara 

efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau 

perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai 

kesejarahan, arsitektur, dan budaya.  
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